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Pemberian remisi terhadap narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung tidak implementatif dan tidak optimal. Permasalahan  dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah implementasi pemberian remisi terhadap narapidana  pelaku tindak pidana pembunuhan pada Lapas  Kelas  I  Bandar  Lampung  dan  apa   faktor-faktor  penghambat  dalam implementasi   pemberian   remisi  terhadap   narapidana   pelaku   tindak   pidana pembunuhan pada Lapas Kelas I Bandar Lampung.

Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  secara  yuridis  normatif  dan  yuridis empiris. Jenis  data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil  wawancara dan data sekunder bersumber dari studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian remisi tidak implementatif dan tidak optimal.  Terpidana tidak mendapatkan sepenuhnya hak remisi sesuai PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan  Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemberian remisi bergantung pada Keputusan Kepala Lapas dan tidak melibatkan penilaian dan partisipasi dari para narapidana sehingga terjadi ketidaktransparanan. Faktor-faktor   penghambat   dalam   implementasi   pemberian   remisi   terhadap narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan pada Lapas Kelas I Bandar Lampung yang paling dominan yaitu pemahaman aparat Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung mengenai remisi ini masih kurang optimal. Selain itu, pemberian remisi terletak pada Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung,  perbedaan  pemberian  remisi   tidak   hanya  melihat  pada  perilaku narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Saran dalam penelitian ini adalah aparat Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung  dalam  pemberian  remisi  terhadap  narapidana  hendaknya  sesuai  PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan menerapkan  prosedur  pengawasan  serta  partisipasi  narapidana  sehingga  hak narapidana dapat diberikan secara transparanan.
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